
Menimbang 

BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D

angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nfrmor 77 Tahun 2-02-0 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, "Pada kondisi tertentu,

pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui

ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada

pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa

kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan

baik di tingkat nasional atau daerah";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor

3/A);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 8 /A);

21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 88/ A);

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 6650 / SJ 

tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan 

Imunisasi COVID-19; 

Menetapkan 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021

tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan

untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease

2019;

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/59/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pernbentukan

Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat

Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/ A), 

diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasikan menurut

Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek,

Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

a. Unit Organisasi 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan;

b. Unit Organisasi 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Unit Organisasi 1.05.0.00.0.00.03 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah;

d. Unit Organisasi 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika;

e. Unit Organisasi 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah;

f. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Selopuro;

g. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Wlingi;

h. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Talun;

1. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Gandusari;

j. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Doko;

k. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Garum;

1. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Kanigoro;

m. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Sutojayan;

n. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Binangun;

o. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Wates;

p. Unit Organisasi 7.01. 0. 00. 0. 00 .11 Kecamatan Panggungrejo;

q. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Wonotirto;

r. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Bakung;

s. Unit Organisasi 7.01.0. 00.0. 00.14 Kecamatan Kademangan;

t. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Sanankulon;

u. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Srengat;

v. Unit Organisasi 7.01. 0. 00.0. 00.17 Kecamatan Wonodadi;

w. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Udanawu;

x. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Ponggok;

y. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.20 Kecamatan Nglegok;

z. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.21 Kecamatan Selorejo;
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aa. Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.22 Kecamatan Kesamben; 

diubah seh:ingga Lampira.n II berbunyi sebagaima.na terca.ntum dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 11 Feoru,.:-.,,ri 2021

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 11 F e-orua.ri � 21 
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Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

MUJIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 5/A 

ttd




